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ABSTRAK 
Masalah Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dewasa ini sudah sangat 

memprihatinkan bagi masa depan penerus bangsa terkait dengan maraknya kasus 

narkotika yang sejatinya sangat merugikan maka dari itu,adanya peraturan yang 

berupa Undang – Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. pasal 112 

dan pasal 127 dimana pasal tersebut mengacu kepada penyalahguna narkotika, 

namun terdapat perbedaan yang cukup rancu terhadap kedua pasal tersebut yang 

dimana kedua pasal tersebut sama-sama mengacu kepada ancaman pidana 

terhadap pengguna narkotika, penilitian ini dibentuk untuk mengetahui perbedaan 

antara pasal 112 dan pasal 127 Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 di 

Pengadilan Negeri Semarang. 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode 

pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk 

memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu 

untuk kemudian digunakan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer 

dilapangan untuk dapat mengetahui “Akibat Hukum Pelaksanaan Perkara 

Narkotika menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Pasal 112 

dibandingkan dengan pasal 127.” Yang diperoleh penulis dari Pengadilan Negeri 

Semarang. 

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukan bahwa Prosedur 

Pemeriksaan seorang Pengguna narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 112 

dan 127 uu no 35 tahun 2009 adalah sebagai berikut, apabila pasal 112 ayat (1) 

golongan 1 dan telah memenuhi unsur-unsur : Setiap orang,Tanpa hak atau 

melawan hukum,Memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan  1, 

sedangkan pasal 127 ayat (1) golongan 1 dan telah memenuhi unsur – unsur : 

Setiap,Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri,Mereka yang 

melakukan, menyuruhlakukan, dan Turut serta melakukan perbuatan. akibat 

hukum pemeriksaan seorang pengguna narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 

112 dan 127 uu no 35 tahun 2009.   Pasal 112, “Setiap  orang  yang  tanpa  hak  

atau  melawan  hukum memiliki,   menyimpan,   menguasai,   atau   menyediakan 

Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman,  dipidana  dengan pidana  penjara paling 

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Pasal 127,Setiap 

Penyalah Guna:Narkotika  Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4(empat) tahun,Narkotika Golongan II bagi diri sendiri 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan,Narkotika 

Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 

tahun. Perlu adanya ketegasan untuk Penegakan hukum bagi penyalahguna 

Narkotika seharusnya pasal 112 undang-undang narkotika hanya berlaku bagi 

pengedar atau bandar narkotika yang memuat frasa “memiliki, menyimpan, 

menguasai”narkotika, karenanya, penyalahguna Narkotika lebih tepat dijerat 

dengan pasal 127 Undang-Undang Narkotika. 

Kata kunci :  Undang-Undang no 35 Tahun 2009, Narkotika, Pengadilan Negeri   

Semarang 

 


